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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2019 NOMOR 3 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 
NOMOR 3 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG  

NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI 

PEJABAT,PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTAENG 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa 
perubahan kebijakan dalam pelaksanaan perjalanan 

dinas agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab, perlu mengatur kembali beberapa ketentuan 
mengenai perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri 
sipil, dan non pegawai negeri sipil; 

b.  bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bantaeng Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perjalanan 

Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Non  
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Bantaeng; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 

2015; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun  

2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabpaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 
2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Nomor 12); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun  
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 
Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 

Nomor 5); 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 54 TAHUN 2014 
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG. 

 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 54 Tahun 

2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non 
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita 

Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 233) diubah sebagai 
berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g 
diantara ayat 9 dan ayat 10 dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9a) 

sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9 
 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: 
a. uang harian;  
b. biaya transpor;  

c. biaya penginapan;  
d. uang representasi;  

e. sewa kendaraan dalam daerah; 
f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan 

g. biaya tiket pesawat. 
 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas:  
a. uang makan;  

b. uang transpor lokal; dan  
c. uang saku. 

 
(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan 
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal 

bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;  
b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ 

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. 
 
(4) Biayapenginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:  
a. di hotel; atau  

b. di tempat menginap lainnya.  
 

(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari tarif hotel di daerah tempat tujuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar 
Biaya;  

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dibayarkan secara lumpsum.  

 
(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dapat diberikan kepada Pejabat dan Pejabat Eselon II selama 

melakukan Perjalanan Dinas. 
 

(7) Sewa kendaraan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan 

Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng untuk keperluan 
pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. 

 

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah 
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. 
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(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, 

biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. 
 

(9a) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil dengan berpedoman 

kepada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya. 
 
 

(10) Komponenbiaya Perjalanan dinas jabatan sebagaimanadimaksud 
pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h 

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 11 
 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1), digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu: 
a. Tingkat A untuk Bupati dan Ketua DPRD;  

b. Tingkat B untuk Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD; 
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Staf Ahli; 

d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV; 
e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III;  

f. Tingkat F untuk PNS Golongan II; dan 
g. Tingkat G untuk PNS Golongan I. 

 

(2) Biaya perjalanandinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai 

Standar Biaya;  
b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya Riil 

berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini;  

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil dan 
berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;  

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan 
batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
mengenai Standar Biaya;  

e. sewa kendaraan dalam daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya 
Riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar 

Biaya;  
f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan 

pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan 
Biaya Riil; dan  

g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan 

pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan 
biaya Riil. 

h. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biaya Riil dan 
berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; 
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3. Ketentuan Pasal 14 diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat 
yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 14 

 
(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah 

hari yang ditetapkan dalam Surat PerintahTugas/SPPD dan tidak 
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat 
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi, dan sewa kendaraan dalam Daerah.  
 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan 
sewa kendaraan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan 
dengan melampirkan dokumen berupa:  
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala 

Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau  
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.  

 
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya 
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam daerah 
pada DPA/DPPA satuan kerja berkenaan.  

 
(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan 

sewa kendaraan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sampai dengan huruf k.  
 

(5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari 

yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus 
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi, dan sewa kendaraan dalam daerah yang telah 
diterimanya kepada PA /KPA. 

 
(5a) Dalam hal biaya tiket melebihi batas maksimal yang diatur dalam 

DPA/DPPA SKPD dapat dibayarkan secara Riildengan mengacu 

kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya. 
 

(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, 
uang representasi, dan sewa kendaraan dalam daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf e sampai dengan huruf 
k. 

 
4. Ketentuan Pasal 26 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat  

yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 26 secara keseluruhan berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 26 

 

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu 
anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan; 

 
(1a) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran tiket pesawat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5a); 
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(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD paling 
cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan; 

 
(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan 
ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi 

akhir tahun anggaran; 
 

(4) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut : 
a. Untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; 
b. Untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 

(satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun 
pertama. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bantaeng. 

 
Ditetapkan di Bantaeng 

Pada Tanggal 2 Januari 2019 
 

BUPATI BANTAENG 
Cap/ttd. 
ILHAM SYAH AZIKIN 

 
Diundangkan di Bantaeng  

Pada Tanggal 2 Januari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 
  

 
 

ABDUL WAHAB 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 TAHUN 2019 NOMOR 3 


